
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pernbentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor9),

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
8upati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 8upati
TabalongNomor74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan 8elanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa dengan mengakomodir pergeseran sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka akan menimbulkan
perubahan pada struktur APBDbaik dari segi Belanja dan
Pembiayaan;

a. bahwa dalam rangka mengakomodir laporan hasil reviu oleh
Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong terkait paket
pekerjaan fisik yang melampaui Tahun Anggaran 2023,
pekerjaan yang fisiknya sudah selesai namun pada realisasi
keuangannya belum 100% (seratus persen), dan juga
mengakomodir adanya pekerjaan yang telah selesai
dilaksanakan pada tahun 2023 (progres fisik 100%) Surat
Permintaan Pencairan (SPP)telah dibuat namun tidak sempat
membuat Surat Permintaan Membayar (SPM) atau tidak
sempat cetak Surat Permohonan Pencairan Dana (SP2D),
maka perlu dianggarkan kembali melalui pergeseran
Anggaran dan 8elanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
Anggaran 2024 pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
dan Sekretariat DewanPerwakilanRakyat Daerah;

8UPATI TABALONG,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Mengingat

Menimbang

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 74 TAHUN
2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

TENTANG

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR '12 TAHUN 2024

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
~0~3 Nomor 41, _r~bahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 12Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia T$.:u~ ~004. Nomor 10~, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
[ndonesiaTahun ~OQ4Nomor_!i,_TamJ.>ahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang­
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Hannonisasi Peraturan
Perpajakan (lembaran Negara _Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 246, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

sebagai Undang-Undang [Lembaran Negara Republlk
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tarnbahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pernbentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat
II Tapin dan Oaerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Oarurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia T$.~ ~007. Nornor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
rabun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5155);

10. Peraturan Pemerintah Nom<;>r109 Tahun ~.QOO. tentang
Kerlurlukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor5340);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601), sebagairnana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Pemturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lernbaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor
6856);

-3-



23. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang
Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor6385);

22. Pei"aturail Pernerintah Nomoi"13Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6323);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor6322);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor6178);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan
Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor6173);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106), sebagaimana telab diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik .I_ndone~ia Tahun _202~ _Nomor__6, Tambaban
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6847);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomoi' 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

IS. Peraturan Pernerintah Nomor 71 Tahun 20 10 lentang Standar
Akuntansi Pernerintahan (Lcmbaran Ncgara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tarnbahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
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32. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor
75), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Tabalong Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor
6);

31. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor69);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2023 Nomor07);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambaban
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor
OS, Tambaban Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
02), sebagaimana telah diubab dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 05 Tabun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2021 Nomor03);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah T~un Anggeren ~Q~4 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
[Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

25. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Percanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah [Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

24. Peraturan Mcnteri Dalarn Ncgeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pernbentukan Produk Hukurn Daerah [Berita Ncgara
Rcpublik Indonesia Tahun 2015 Nornor 2036) sebagaimnna
telah diubah dcngan Peraturan Mcnteri Dalarn Ncgcri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Pernturan Menleri
Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pernbentukan
Produk Hukum Daerah (Bento Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);
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1. Pendapatan Daerab Semula:
a. Pendapatan AsHDaerah Rp 241.976.640.084,00
b. Pendapatan Transfer Rp 2.126.657.062.000,00
c. Lain-Lain Pendapatan Daerab Yang RQ 140.000.000.000100

Sah
Jumlah Pendapatan Rp2.508.633.702.084,00

Pendapatan Daerah Bertambah
a. Pendapatan AsHDaerah Rp 241.976.640.084,00
b. Pendapatan Transfer Rp2.248.313.137.000,00
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang RQ 140.000.000.000100

Sah
Jumlah Pendapatan Rp 2.630.289.777.084,00

2. Belanja Semula
a. Belanja Operasi Rp 1.548.544.647.991,00
b. Belanja Modal Rp 746.537.355.099,00
c. Belanja Tidak Terduga Rp 10.273.059.487,00
d. Belanja Transfer RQ 286.611.292.800100

Jumlah Belanja Rp2.591.966.355.377,00

Surplus / (Defisit) (Rp 83.332.653.293,00)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tabun Anggaran
2024 terdiri atas:

Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita
Daerah !(abupaten _Tabalopg Tahun _2023 Nornor 7~)I _sebagairnana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan BeJanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2024 Nomor6) diubah sebagai berikut:

Pasal J
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MEMUTUSKAN:

PERATURANBUPATJ TENTANO PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURANBUPATI TABALONONOMOR 74 TAHUN 2023
TENTANGPENJABARANANGOARANPENDAPATANDANBELANJA
DAERAHTAHUNANGGARAN2024.

Menetapkan



Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal II

Uraian Iebih Ianjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang terdiriA_aIi: _
1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikan menurut

Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja
dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis Pendapatan, Belanja, Belanja dan Pembiayaan;

3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah
berupa Uang dan Barang/Jasa yang diterima serta SKPD
pemberi Hibah;

4. Lampiran IV Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi
Bantuan §o§ial berupa Uang dan earang/Jasa yang diterima
serta SKPDPemberi Bantuan Sosial;

5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan
Keuangan bersifat Umum dan Khusus yang diterima serta
SKPDpemberi Bantuan Keuangan;

6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi
Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa;

Pasal2

Rp2.816.504.503.952,00TotalAPBD

Rp 143.519.224.407,00
Rp (0,00)

Jumlah Pembiayaan Netto
SILPATahun Berkenaan

Rp 186.214.726.868,00
.. - ..

Rp 42.695.502.461,00

Pembiayaan Bertambah
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Rp 126.028.155.754,00
Rp 42.695.502.461,00

3. Pembiayaan Semula
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Rp2.773.809.001.491,00
(Rp 143.519.224.407,00)

Jumlah Belanja
Surplus/ (Defisit)

Rp1.624.627.950.790,00
Rp 852.430.116.414,00
Rp 10.139.641.487,00
Rp 286.611.292.800,00

Belanja Bertambah
a. Belanja Opcrasl
b. Belanja Modal
c. Belanja Tidak Terduga
d. Belanja Transfer
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Salinan Sesuai dengan Aslinya
~~~ BAGIAN HUKUM,

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024 NOMOR 12

M. FITRI HERNADI

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttd.

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 3April 2024

HAMIDAMUNAWARAH

ttd.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 3 April 2024

~.BUPATITABALONG,
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